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Bangunan Pasar Lamgugob dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di
Gampong Lamgugob Kec. Syiah Kuala Banda Aceh dan menggunakan dana
APBK sebagai pusat kegiatan perdagangan masyarakat. Bangunan Pasar
Lamgugob memiliki fasilitas yang memadai tetapi tidak menjadikan pasar ini
digunakan secara maksimal untuk mendukung aktivitas perdagangan dan
kebutuhan masyarakat. Hinga kini bangunan pasar ini masih dibiarkan
terbengkalai dan tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal pembangunannya.
Fokus permasalahan penelitian ini yaitu pada penilaian kelayakan yang
dilakukan oleh Diskopukmdag Kota Banda Aceh, kebijakan Diskopukmdag Kota
Banda Aceh terhadap penggunaan bangunan Pasar Lamgugob, dan tinjauan
konsep milk al-daulah dan Permendag Nomor 21 Tahun 2021. Metode riset
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik
wawancara, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
pembagunan Pasar Lamgugob telah direncanakan studi kelayakan dengan
mengkaji berbagai aspek penting dari pasar. Namun, lemahnya kemampuan
Diskopukmdag Banda Aceh dalam mengoperasionalkan pasar ini dimulai dari
perencanaan, kebutuhan bangunan pasar sehingga menyebabkan tujuan dan
realisasi di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan.
Diskopukmdag Banda Aceh mengupayakan bangunan Pasar Lamgugob menarik
untuk ditempati dibandingkan dengan pasar yang berada di Jln. Seroja oleh
pedagang dengan melakukan renovasi pada tahun 2024, namun belum cukup
untuk menarik pedagang dan masyarakat untuk melakukan kegiatan
perdagagangan di pasar tersebut. Pengabaian pemanfaatan bangunan milik
negara merupakan kegagalan dari pengelolaan bangunan mencerminkan tidak
optimalnya dalam pengelolaan aset negara yang tidak hanya bertentangan dengan
konsep milk al-daulah dan Permendag No 21 tahun 2021 tentang Pedoman
Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
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TRANSLITRASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.

Huruf
Arab

Nama Huruf
Latin

Nama Huruf
Arab

Nama Huruf
Latin

Nama

ا Alῑf tidak
dilamba
ngkan

tidak
dilambang
kan

ط țā’ Ț te
(dengan
titik di
bawah)

ب Bā’ B Be ظ ẓa ẓ zet
(dengan
titik di
bawah)

ت Tā’ T Te ع ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)

ث Śa’ Ś es (dengan
titik di
atas)

غ Gain G Ge

ج Jῑm J Je ف Fā’ F Ef

ح Hā’ ḥ ha
(dengan
titik di
bawah)

ق Qāf Q Ki

خ Khā’ Kh ka dan ha ك Kāf K Ka
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د Dāl D De ل Lām L El

ذ Żal Ż zet
(dengan
titik di
atas)

م Mῑm M Em

ر Rā’ R Er ن Nūn N En

ز Zai Z Zet و Wau W We

س Sῑn S Es ه Hā’ H Ha

ش Syῑn Sy es dan ye ء Hamz
ah

‘ Apostrof

ص Șād Ș es (dengan
titik di
bawah)

ي Yā’ Y Ye

ض Ḍad ḍ de
(dengan
titik di
bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
َ fatḥah A A

ِ Kasrah I I

ُ ḍammah U U
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2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,

yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama

..َ.يْ fatḥah dan yā’ Ai a dan i

..َ.وْ fatḥah dan wāu Au a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ -fa‘ala

ذُكرَِ -żukira

یَذْھَبُ -yażhabu

سُئِلَ -su’ila

كَیفَْ -kaifa

ھَوْلَ -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan
Huruf

Nama Huruf dan
Tanda

Nama

..َ.ا..َ.ى fatḥah dan alῑf atau
yā’

Ā a dan garis di atas

يْ... kasrah dan yā’ ῑ i dan garis di atas
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وْ.ُ.. ḍammah dan wāu Ū u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِیْلَ -qῑla

یقَُوْلُ -yaqūlu

4. Tā’ marbūțah

Transliterasi untuk tā’marbūțah ada dua:

1) Tā’ marbūțah hidup

Tā’ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah‘t’.

2) Tā’ marbūțah mati

Tā’ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā’ marbūțah itu

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ رَوْضَةُالأْطَفَْا - rauḍ ah al-ațfāl

لْمُنَوَّرَةُ -اَلْمَدِیْنَةُا al-Madῑnah al-Munawwarah

طَلحَْةُ - țalḥah

5. Syaddah (Tasydῑd)

Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan

sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah



xi

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نزََّل -nazzala

البرُِّ -al-birr

الحجّ -al-ḥajj

نُعِّمَ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

qamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf qamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.

Contoh:

ارجُّلُ -ar-rajulu

اسَیِّدَةُ -as-sayyidatu

اشَمْسُ -asy-syamsu
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القَلمَُ -al-qalamu

البَدِیْعُ -al-badῑ‘u

الخلاََلُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:

خُذُونَْ تَأ -ta’ khużūna

النَّوءْ -an-nau’

شَیْئ -syai’un

إنَِّ -inna

أُمرِْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

- لَھُوخََیرُْالرَّازقَِینَْ Waوَإنَّا� inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn

Fa-فَأوفُْوْاالْكَیْلَوَالْمِیزَْانَ auf al-kaila wa al-mῑzān

الخَْلِیْل Ibrāhῑm-إبرَْاھَیمُْ al-Khalῑl
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ھَا مجَرَْاھَاوَمرُسَْا اللهِ Bismillāhi-بسِمِْ majrahā wa mursāh

الْبَیْت حجُِّ سِ النّا عَلَى Wa-وَ�ِ lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti

- سَبِیلاًْ إلَیْھِ عَ اسْتطََا Manمنَِ istațā‘a ilahi sabῑla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إلاَّرسَُوْلٌ محَُمّدٌ Wa-وًمًا mā Muhammadun illā rasul

سِ للنَّا ضِعَ وً بَیْتٍ أوّلَض Inna-إنَِّ awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi

- رَكَةً مُبَا بِبَكَّةَ lallażῑلَلّذِي bibakkata mubārakkan

القْرُْأنُ فِیْھِ أنزِْلَ الَذِي شَھرْرَُمَضَانَ -Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fῑh al-

Qur’ānu

الْمُبِینِْ لأفُقُِ بِا قَدرَْاَهُ Wa-وَلَ laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubῑn

لَمِینَْ الْعَا رَبِّ ِ� Alhamdu-الحَْمْدُ lillāhi rabbi al-‘ālamῑn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:

قرَِیْبٌ وفَْتحٌَ اللهِ نَصرٌْمنَِ -Nasrun minallāhi wa fatḥun qarῑb

جَمِیْعًا الأمرُْ ِ� -Lillāhi al-amru jamῑ‘an
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عَلِیمٌْ شَيءٍْ بِكُلِّ وَاللهُ -Wallāha bikulli syai‘in ‘alῑm

10.Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkn nama-nama lainnya

ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Șamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU

PEDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam Fikih Muamalah, harta milik negara (milk al-daulah) mencakup

sebagian fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan umum dan

pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

untuk memproteksi fasilitas publik tersebut untuk sesuai dengan peruntukannya.

Masyarakat yang telah difasilitasi dengan sarana tersebut harus

memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara fiqhiyyah, harta

yang masuk dalam kategori milk al-daulah ini sepenuhnya berada di bawah

kekuasaan negara dan pemerintah itu sendiri yang menetapkan pemanfaatannya.

Para ulama telah menetapkan ketentuan tentang milk al-daulah secara

spesifik. Menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun di

pinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah

dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya. Apabila

tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan

membongkar bangunan yang ada di jalan tersebut. Bangunan yang dibangun di

pinggir jalan umum tanah milik negara tanpa izin dapat mengganggu, pengabaian

pemanfaatan pasar mengurangi daya tarik bisnis dan ketidaknyamanan bagi

masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.

Menurut Al-Nabhani menyatakan bahwa milk al-daulah merupakan hak

bagi seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah,

pemerintah berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian

masyarakat sesuai dengan ijtihadnya, makna pengelolaan oleh pemerintah ini

adalah adanya kekuasaan yang dimiliki pemerintah untuk mengelolanya.

Pengelolaan bangunan Pasar Lamgugob tidak sesuai dengan standar yang

diharapkan sehingga bangunan pasar tersebut tidak beroperasi dan tidak

dijalankan.
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Fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah harus digunakan secara

tepat dan tidak boleh diabaikan pemanfaatannya, sarana dan prasarana tersebut

harus digunakan untuk kepentingan umum sehingga sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku. Untuk memastikan bahwa fasilitas pasar yang telah

dibangun oleh negara dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama,

pemerintah seharusnya memprediksi kelayakan pembangunan pasar yang

didirikan di atas tanah milik negara sehingga dapat menjadikan sumber

penghasilan masyarakat setempat. Adapun bentuk sarana yang dibangun

pemerintah seperti pasar, playground, mall, waduk, jalan dan jembatan. Setiap

warga negara dapat memanfaatkan sarana tersebut dan dipergunakan sesuai

dengan kepentingan dan fungsinya.1

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (BMN/D), dan penyatuan peraturan-peraturan mengenai

pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah ada sebelumnya dan

memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib

pengelolaan BMN/D dapat terwujud.2 Dalam pengelolaan bangunan dapat

mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D, meminimalisir atas pengelolaan

BMN/D, mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan

pengguna dan pengelola dengan peraturan terkait. Oleh karena itu, dengan

adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 diharapkan pengelolaan

BMN/D semakin tertib, baik dalam hal administrasi dan pengelolaan supaya

menciptakan good governance.3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 pengelolaan

BMN/D membahas tentang 11 (sebelas) alur kegiatan pengelolaan BMN yang

1 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.
157.

2 Mahli Ismail, Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara,
2013), hlm. 9.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
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dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemusnahan,

penghapusan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Pengelola BMN

dituntut harus mampu melaksanakan kesebelas siklus tersebut sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan demi terwujudnya pengelolaan BMN yang baik,

salah satu barang milik negara yang bertujuan menunjang sosial dan ekonomi

masyarakat adalah pasar yang berada di Gampong Lamgugob yang telah

dibangun sejak Tahun 2021 tetapi tidak difungsikan diharapkan dengan adanya

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2020 dapat melaksanakan sesuai dengan

kegiatanya.

Bangunan pasar merupakan infrastruktur fisik yang dirancang khusus

untuk memfasilitasi kegiatan jual beli barang dan jasa antara penjual dan pembeli.

Bangunan pasar dapat berupa bangunan permanen atau semi permanen,

tergantung pada konteks dan kebutuhan lokal. Bangunan Pasar Lamgugob jika

dimanfaatkan secara optimal akan menjadi tempat yang cocok untuk pedagang

lokal menjual barang dagangan mereka, kondisi fisik pasar mempengaruhi minat

dan kenyamanan pedagang dan pembeli. Fungsi bangunan pasar sebagai tempat

untuk memfasilitasi jual beli barang dan jasa, serta berbagai aktivitas ekonomi

lainnya. Fungsinya meliputi menyediakan ruang transaksi, tempat berdagang

bagi pedagang, penyedia layanan, pusat kegiatan sosial dan pusat perekonomian

lokal.4

Pemanfaatan Pasar Lamgugob dari segi sosial ekonomi penting dalam

mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti

menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat, meningkatkan aksesibilitas

barang dan jasa. Dengan adanya pasar ini, aksesibilitas terhadap berbagai produk

menjadi lebih mudah, mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah dalam

memasarkan produk-produk secara langsung kepada konsumen. Hal ini dapat

4 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, Hukum Ekonomi Islam, Cet.2, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), Ed.1, hlm. 22.
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mendorong pertumbuhan usaha lokal, menjadi sumber pendapatan bagi

masyarakat setempat, dan meningkatkan penjualan. Pasar Lamgugob menjadi

sumber utama bagi banyak keluarga disekitar, pendapatan yang dihasilkan dari

aktivitas jual beli dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang tujuannya

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi terkini dari Pasar Lamgugob tidak aktif atau tidak digunakan

oleh pedagang dan pengunjung untuk kegiatan jual-beli barang dagangan. Hal ini

bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola belanja masyarakat,

kehadiran pasar alternatif yang lebih diminati, dan masalah internal dalam

pengelolaan pasar tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasar Lamgugob

saat ini tidak lagi berperan sebagai pusat perdagangan yang aktif dalam

komunitas setempat. Hal ini dapat berdampak pada perekonomian lokal serta

memberikan gambaran tentang perubahan dinamika pasar dan perilaku

konsumen di daerah tersebut.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pembangunan sarana

perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan

sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana

perdagangan. Dalam peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai

prosedur, persyaratan, dan tata cara dalam pembangunan dan pengelolaan sarana

perdagangan yang tepat, terutama dalam menghadapi pengabaian bangunan

Pasar Lamgugob yang telah dibangun tetapi tidak dijalankan sesuai dengan

fungsinya.5

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda

Aceh sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan juga

memberdayakan pedagang di Kota Banda Aceh salah satu kebijakan-kebijakan

seperti Diskopukmdag dapat mengambil inisiatif untuk merevitalisasi

5 Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Perdagangan.
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infrastruktur pasar yang terbengkalai, termasuk perbaikan fasilitas fisik seperti

bangunan, saluran air, sanitasi, dan pencahayaan. Langkah ini dapat membantu

meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pedagang dan pengunjung pasar.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda

Aceh memiliki tugas dan tanggung jawab yang beragam dalam pengelolaan

pasar seperti dalam bidang pemasaran dan promosi untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pasar tersebut dan mengembangkan strategi

pemasaran yang efektif dan mengadakan acara promosi untuk menarik

pengunjung baru kepasar. Pengembangan ekonomi mendorong pertumbuhan dan

perkembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan pasar yang efektif juga ikut

mengoptimalkan kontribusi pasar terhadap perekonomian lokal dan membantu

meningkatkan pendapatan pedagang.6

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian perdagangan

Diskopukmdag Kota Banda Aceh bahwa pasar tersebut memiliki fasilitas yang

lengkap dan memadai, terdapat juga beberapa ruas toko, lapak untuk berjualan

daging, ikan, dan sayuran yang akan disewakan ke pedagang. Fasilitas yang

tersedia di Pasar Lamgugob sangat mendukung untuk kegiatan perdagangan.

Selain itu, lokasi Pasar Lamgugob dianggap strategis karena berdekatan dengan

beberapa warung kopi dan usaha masyarakat di Gampong Lamgugob. Namun,

hingga sekarang pasar tersebut tidak difungsikan dan tidak dimanfaatkan sesuai

dengan tujuan pendirian awal bangunan pasar, pasar tersebut dibiarkan tanpa

adanya kegiatan jual beli.

Kegagalan proyek pembangunan Pasar Lamgugob menunjukkan adanya

kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek oleh pejabat terkait.

Idealnya, proyek pembangunan pasar haruslah direncanakan secara matang untuk

memastikan bahwa dana publik yang digunakan memberikan manfaat yang

6 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, di Akses Melalui
https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/, Juni 2017.
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optimal bagi masyarakat setempat. Perencanaan yang cermat harus

mempertimbangkan kebutuhan rill masyarakat, kondisi lingkungan, serta potensi

dampak sosial ekonomi jangka panjang.7

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa penting untuk melakukan

evaluasi yuridis terhadap perencanaan proyek pembangunan pasar tersebut guna

memastikan bahwa proses perencanaannya telah sesuai dengan aturan dan

regulasi yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian, langkah-langkah perbaikan

harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut.

Kegagalan proyek pembangunan pasar yang tidak bermanfaat dan tidak

berfungsi tidak pernah dijadikan kasus yang diungkap secara tuntas. Walaupun

ada wujud fisik dari pembangunan yang telah dilakukan, tetapi jika pasar

tersebut tidak beroperasi dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka

hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan pembangunan.

Untuk itu penulis akan menelusuri secara konkrit kebijakan yang dilakukan

Diskopukmdag Kota Banda Aceh dalam pembangunan Pasar Lamgugob yang

tidak difungsikan sampai sekarang dalam bentuk riset dengan judul

“Pengabaian Pemanfaatan Bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah

Kuala dan Dampaknya Secara Sosial Ekonomi Menurut Milk Al-Daulah

dan Permendag Nomor 21 Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis telah menetapkan beberapa rumusan

permasalahan penelitian sebagai substansi kajian yang harus diperoleh datanya

dan dianalisis untuk menghasilkan data yang relevan untuk menjadi pembahasan

dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahan tersebut yaitu:

7 Hasil Wawancara dengan Muhammad Ichlas, Kepala Bagian Perdagangan di Kantor
Disperindag Kota Banda Aceh tanggal 26 Maret 2024, di Jln. Soekarno-Hatta, Kec. Banda Raya,
Kota Banda Aceh.
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1. Bagaimana penilaian kelayakan pendirian bangunan Pasar Lamgugob

Kecamatan Syiah Kuala yang dilakukan Diskopukmdag Kota Banda

Aceh sebelum pendirian bangunan untuk prediksi kelayakannya?

2. Bagaimana kebijakan Diskopukmdag Kota Banda Aceh terhadap

bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala yang belum pernah

dimanfaatkan?

3. Bagaimana tinjauan konsep milk al-daulah dan Pemendag No 21 Tahun

2021 terhadap pengabaian pemanfaatan bangunan Pasar Lamgugob

Kecamatan Syiah Kuala dan dampaknya secara sosial ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam riset harus relevan dengan

permasalahan penelitian yang telah penulis cantumkan di atas. Adapun tujuan

penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui penilaian kelayakan pendirian bangunan Pasar

Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala yang dilakukan Diskopukmdag

Banda Aceh sebelum pendirian bangunan untuk prediksi kelayakannya.

2. Untuk meneliti kebijakan Diskopukmdag Kota Banda Aceh terhadap

bangunan Pasar Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala yang belum pernah

dimanfaatkan.

3. Untuk menganalisis tinjauan konsep milk al-daulah dan Pemendag No 21

Tahun 2021 terhadap pengabaian pemanfaatan bangunan Pasar Lamgugob

Kecamatan Syiah Kuala dan dampaknya secara sosial ekonomi.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah penjelasan

operasional variabel yang menjadi pokok penting untuk menguatkan

pemahaman tentang makna masing-masing istilah yang digunakan dalam

penelitian ini. Hal ini bertujuan agar setiap istilah dapat dihubungkan dengan
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fokus penelitian dengan lebih jelas. Beberapa istilah penting yang akan

dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini mencakup:

1. Pengabaian

Pengabaian adalah ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap

potensi atau manfaat yang dapat diperoleh dari suatu hal atau sumber daya.

Mencakup situasi seseorang atau sebuah entitas tidak memanfaatkan

sepenuhnya atau bahkan sama sekali tidak memanfaatkan sesuatu yang

sebenarnya dapat memberikan nilai tambah atau keuntungan. Ini bisa terjadi

dalam berbagai konteks, seperti pengelolaan sumber daya alam, teknologi,

atau bahkan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, "pengabaian"

merujuk pada sikap atau tindakan yang mengabaikan atau

mengesampingkan potensi manfaat yang dapat diperoleh dari sesuatu. 8

Pengabaian yang penulis maksud dalam skripsi ini yaitu

ketidakmampuan atau kurangnya perhatian yang diberikan untuk

memanfaatkan potensi Pasar Lamgugob secara optimal. Pengabaian pada

Pasar Lamgugob yaitu pemerintah atau pihak yang berwenang gagal

menyediakan atau memelihara infrastruktur dan lembaga yang diperlukan

untuk mendukung kegiatan perdagangan. Dalam konteks ini, pengabaian

merujuk pada sikap atau tindakan yang mengabaikan atau

mengesampingkan potensi manfaat yang dapat diperoleh dari pasar.

2. Pemanfaatan pasar

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna,

faedah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa

pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat.

Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara

permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau

jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan

8 Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Balai Pustaka
2002), hlm. 125.
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(harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.9Pasar merupakan

sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi aktual atau potensi

mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk.

Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat

bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, pengertian

ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga

memungkinkan pembeli dan penjual bertemu, artinya pasar terdapat penjual

dan pembeli adalah untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang

maupun jasa.10

Pemanfaatan pasar dalam riset ini adalah pemanfaatan pasar pada

penggunaan infrastruktur pasar dan fasilitas yang ada secara efisien dan

produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Pemanfaatan Pasar Lamgugob mencerminkan kurangnya aktivitas ekonomi,

kurangnya fasilitas yang mendukung mengakibatkan potensi pasar tersebut

tidak dimanfaatkan secara maksimal.

3. Dampak secara Sosial Ekonomi

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat,

dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya

mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak

negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah

pelaksanaan pengawasan internal.11

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sosial berarti segala

sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Menurut Kusnadi sosial

9 Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.
205.

10 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana 2007) hlm. 69.
11 Suharno dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya

Karya), hlm. 243.
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ekonomi adalah kondisi kependudukan yang ada meliputi tingkat pendidikan,

tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat konsumsi, perumahan, dan

lingkungan masyarakat. Sedangkan sosial ekonomi adalah posisi seseorang

dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan

pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya

dengan sumber daya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan sosial

ekonomi adalah posisi seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang

kondisinya memungkinkan setiap individu atau kelompok dapat

mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup.12

Dampak sosial ekonomi yang penulis maksud adalah akibat yang

ditimbulkan oleh pengabaian pemanfaatan Pasar Lamgugob bagi lingkungan

sekitar, masyarakat dan juga keuangan pemerintah. Dampak sosial ekonomi

dari pengabaian pemanfaatan Pasar Lamgugob mencakup tingkat

pengangguran yang tinggi, rendahnya kesejahteraan masyarakat.

4. Milk Ad-Daulah

Kata milk al-daulah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata

yaitu: al-milk dan al-daulah. Kata al-milk secara terminologi memiliki arti

disebutkan dalam kamus al-munjid fi al-lughati wa al-i’lām berarti

penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya

secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.13

Sedangkan kata al-daulah dalam kamus al-munjid fi al-lughati wa al-i’lām

mempunyai arti berubah-ubah, istilah ini digunakan untuk harta dan

kemenangan dan secara umum diperuntukkan untuk menyebut negara.14

Secara istilah, negara merupakan organisasi dalam satu wilayah yang

mempunyai kekuasaan yang sah diikuti oleh rakyatnya, keberadaannya dan

12 Basrowi dan Siti Juariyah, “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan
Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Miranggai, Kabupaten Lampung Timur”,
Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol 7 No, 1 April 2017, hlm. 60.

14 Louis Ma’luf Al-Yassu’i, Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughati Wa Al-I’lām (Beirut: Dar
elMashreq,1986), hlm. 230.
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pendiriannya telah diakui secara internasional, yaitu kelompok sosial yang

menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik

dan berdaulat, efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat.15

Milk al-daulah dalam riset ini yang penulis maksud adalah bangunan

pasar Lamgugob yang telah dibangun pemerintah di atas tanah milik negara

yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku, perlu dilakukan pengelolaan yang bijaksana dan efisien agar

potensi pasar tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi untuk

membandingkan hasil riset yang dikaji penulis dengan riset terdahulu. Dalam

penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari peneliti sebelumnya

sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang

sudah ada. Masalah yang membahas tentang milk al-daulah sudah sering dikaji,

sedangkan untuk pengabaian pemanfaatan pasar dalam perspektif milk al-daulah

belum pernah dibahas. Dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa tulisan yang berkaitan

dengan judul skripsi yang penulis kaji. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Zahratul Arifah pada tahun 2021,

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi dan Syariah,

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh yang berjudul “Ganti Rugi Pengelolaan Tanah

Pada Kepemilikan Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam

Perspektif Milk Al-Daulah”.16 Adapun hasil dari penelitian ini membahas

mengenai sistem ganti rugi pengelolaan tanah pada kepemilikan tanah negara di

Kecamatan Lembah Seulawah, sistem yang dilalui sangatlah sederhana yaitu

15 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta barat: PT. Media
Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 593.

16 Zahratul Arifah, “Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan Tanah Negara Di
Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”, Skripsi. (Banda Aceh:
Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, Tahun 202)1.
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perhitungan harganya dihitung sesuai seberapa banyak pengeluaran yang

dikeluarkan oleh pihak pertama atas tanah, kemudian ada satu orang saksi untuk

menyaksikan transaksi tersebut dan itu sebagai bukti bahwa tanahnya sudah bisa

dimanfaatkan oleh pihak kedua. Perbuatan ini melangar hukum jika ditinjau

dalam konsep milk al-daulah karena pemanfaatan tanah milik negara bertujuan

untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi dan harus

mempunyai izin dari pemerintah.

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji

yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep milk al-daulah. Adapun

perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang pengabaian manfaat

pasar yang telah dibangun oleh Pemkot Banda Aceh di Gampong Lamgugob,

Kota Banda Aceh. Sedangkan riset di atas tentang ganti rugi pengelolaan tanah

pada kepemilikan negara merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Kedua, skripsi yang disusun Nazira, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan

Hukum, Prodi Hukum Ekonomi dan Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh yang

berjudul “Dampak Pengabaian Sertifikat Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan

(Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”.17 Mahasiswi Fakultas

Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi dan Syari’ah, UIN Ar-Raniry,

Banda Aceh. Adapun hasil dari penelitian ini membahas mengenai wakaf yang

harus dicatat dan dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta

diumumkan. Adapun bukti pendaftaran atas harta benda wakaf berupa sertifikat.

Namun di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, hampir keseluruhannya belum

memiliki sertifikat. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan

proses pendaftaran wakaf, karena kurangnya pemahaman akan pentingnya

pendaftaran secara formal, keterbatasan infrastruktur administrasi, atau bahkan

kendala hukum yang menghambat proses tersebut. Pendaftaran sertifikat wakaf

17 Nazira, “Dampak Pengabaian Sertifikat Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi
Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”, Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan
Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, Tahun 2017).
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di Kota Banda Aceh dapat ditingkatkan untuk melindungi dan mengelola harta

benda wakaf secara lebih efektif sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf yang benar.

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji

yaitu terletak pada pengabaian. Adapun perbedaannya, dalam skripsi ini

membahas tentang kegagalan dalam pengelolaan pembangunan Pasar Lamgugob,

Kota Banda Aceh. Sedangkan riset di atas tentang pengabaian sertifikat tanah

wakaf terhadap kepemilikan.

Ketiga, jurnal ilmiah yang dituliskan oleh Siti Rohaya pada tahun 2018

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tentang Sistem

Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam

Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Pada Tambang Batuan Di Kecamatan

Indrapuri). Pada penelitian tersebut membahas tentang perlindungan negara

terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara

karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (milk al-daulah)

adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam

konsep milk al-daulah, negara punya tugas untuk menentukan arah dan

menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan. Pertambangan bantuan di Kecamatan Indrapuri

masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan, dalam

pelaksanaannya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa

perizinan dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang

ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal.18

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji

yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep milk al-daulah. Adapun

perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang pengabaian fasilitas

pasar yang telah dibangun dan kondisi Pasar Lamgugob, Kota Banda Aceh.

18 Siti rohaya, “Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan
Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian Pada Tambang Batuan Di Kecamatan
Indrapuri)”, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari’ah, Vol. 3 no. 1, 2018.
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Sedangkan riset di atas terkait perizinan tambang batuan yang masih banyak

beroperasi tanpa izin di Kecamatan Indrapuri.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Humaira, Mahasiswa Fakultas Syariah

Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Ar-Raniry, 2019, yang

berjudul “Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi di Kemukiman

Tungkop dalam Perspektif Milk Al-Daulah”. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan

Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2019. Penelitian ini

memfokuskan pada tanah negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan

digunakan sebagai tempat usaha, kemudian uang iuran tidak diberikan kepada

Gampong tersebut tetapi masyarakat yang menggunakan tempat ini hanya untuk

kepentingan pribadinya. Pemanfaatan pendapatan tanggul irigasi untuk tempat

usaha, hal ini disebabkan tanggul irigasi merupakan milk al-daulah yang tidak

boleh dikuasai secara personal. Penguasaan tersebut mempunyai pemanfaatan

secara ekonomi, pemanfaatan ekonomi tidak memiliki dasar legalitas dapat

dikatakan sebagai penguasaan sewenang-wenang terhadap kepemilikan

bersama.19

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji

yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep milk al-daulah. Adapun

perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang pasar yang tidak

beroperasi dan tidak memberikan manfaat yang diharapkan oleh masyarakat

Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh. Sedangkan riset di atas terkait

penggunaan tanah milik negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang

digunakan tempat usaha untuk kepentingan pribadi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ulfa Khairurrahmah, Mahasiswa

Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry,

2018 yang berjudul “Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Milik

19 Humaira, “Pengalihan Fungsi Drainase dan Tanggul Irigasi Di Kemukiman Tungkop
Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”, Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi
Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, Tahun 2019).
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Negara Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-

Daulah.” Hasil penelitian yang didapatkan bahwa regulasi pemanfaatan rumah

bantuan masih berpedoman pada regulasi yang mengatur terkait tanah negara, hal

ini dikarenakan letak rumah bantuan yang berada diatas tanah negara. Ada

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli rumah bantuan

di Gampong Bada, antara lain lemahnya regulasi yang mengatur terkait

pemanfaatan rumah bantuan diatas tanah negara, lemahnya kesadaran

masyarakat, serta tidak adilnya aparatur negara dalam menegakkan hukum dan

bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya. Pemanfaatan

kepemilikan negara harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap

masyarakat. Pemanfaatan kepemilikan negara tidak boleh bertujuan untuk

memperkaya diri dengan cara apapun termasuk jual beli. Oleh karena itu,

transkasi jual beli rumah bantuan di Gampong bada jelas menyalahi konsep milk

al-daulah.20

Jadi persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji

yaitu terletak pada konsep yang digunakan yaitu konsep milk al-daulah. Adapun

perbedaannya, dalam skripsi ini fokus membahas tentang kegagalan proyek

pembangunan pasar yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsikan, Kota

Banda Aceh. Sedangkan riset di atas terkait transaksi jual beli tanah bantuan di

atas tanah negara dalam perspektif milk al-daulah.

F. Metode Penelitian
Dalam penulisan karya ilmiah, pendekatan penelitian merupakan hal yang

sangat penting dengan tujuan agar inti atau pokok objek yang dikaji sesuai

prosedur sehingga pembahasannya dapat dikaji secara sistematis dengan

menggunakan data yang akurat. Penulisan karya ilmiah mengharuskan

penggunaan data yang komprehensif dan objektif serta menerapkan metode yang

20 Ulfa Khairurrahma,“Transaksi Jual Beli Rumah Bantuan Di Atas Tanah Milik Negara
Di Gampong Bada Kecamatan Ingin Jaya Dalam Perspektif Milk Al-Daulah”, Skripsi, (Banda
Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2018).
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sesuai dengan permasalahan yang akan diselidiki. Berikut ini adalah tahapan-

tahapan yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau

disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang

berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Suatu penelitian

yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta

dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian

identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.21

Dalam hal ini penting untuk dikaji aspek yuridis tentang ketentuan

hukum dan kepatuhan pada kasus pengabaian pemanfaatan fasilitas pasar di

Gampong Lamgugob, meliputi analisis terhadap lokasi bangunan pasar yang

didirikan di Gampong Lamgugob, analisis terhadap regulasi yang mengatur

penggunaan pasar, kebijakan pemerintah dalam pengabaian bangunan dalam

ketentuan hukum, bangunan telah dibangun tapi tidak dimanfaatkan, siapa

yang bertanggung jawab dan juga yang berhak atas pengelolaan pasar tersebut,

serta upaya penegakan hukum untuk memastikan ketaatan terhadap aturan

yang berlaku untuk mengurangi dampak dari pengabaian fasilitas pasar di

Gampong Lamgugob, Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis riset penelitian

kualitatif (qualitative reseach) dengan analisis deskriptif.22 Penulis

menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan digunakan untuk

mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjelaskan fakta fakta tentang objek

penelitian yang terjadi melalui informasi-informasi yang diperoleh oleh

21 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti), hlm. 134.

22 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2013),
hlm. 12.
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penulis dari berbagai sumber tentang pengabaian bangunan pasar yang telah

dibangun diatas tanah milik negara tapi tidak dimanfaatkan dan tidak

difungsikan.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif analisis dalam menyelesaikan

problematika penelitian dengan fokus penelitian pada pengabaian

pemanfaatan bangunan pasar dalam perspektif milk al-daulah dilakukan

dengan menganalisis kondisi terkini bangunan Pasar Lamgugob dan kebijakan

dari penanggung jawab bangunan pasar yang telah dibangun diatas tanah

milik negara tersebut.

Melalui metode deskriptif analisis, peneliti menetapkan bahwa kondisi

terkini dari Pasar Lamgugob tidak aktif atau tidak digunakan oleh pedagang

dan pengunjung untuk kegiatan jual beli barang dagangan, fasilitas yang ada

di Pasar Lamgugob dianggap kurang memadai, lokasi pasar dianggap kurang

ideal untuk dijadikan pusat keramaian, serta kebijakan yang dilakukan agar

bangunan pasar tidak lagi terbengkalai menurut perspektif milk al-daulah

dapat dijabarkan dan ditelaah dengan baik, terutama dengan data yang akan

diperoleh lebih lengkap nantinya dari pemerintah yang bertanggung jawab

terhadap Pasar Lamgugob.

3. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek dari mana data diperoleh, diterapkan

sebelum proses penelitian dilakukan untuk menunjang terlaksananya

penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.23 Dalam hal ini data

yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data utamanya berasal dari

penelitian lapangan (field research), yang melibatkan pengumpulan data

langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan penelitian

23 Nufian dan Wayan Weda, Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu,
(Malang: UB Press, 2018), hlm. 49.
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langsung di tempat penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang di

dapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden.24

Pelitian ini menggunakan studi lapangan secara langsung

diperoleh dari responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

Diskopumkdag Kota Banda Aceh 2 orang yaitu kepala perdagangan dan

bagian penyeluruhan, dan pedagang yang berada di Jln. Seroja Sebanyak

2 orang, serta masyarakat Gampong Lamgugob sebanyak 2 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau

sekunder. Data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada

pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain.25

Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, skripsi, jurnal, dan

dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses

penelitian.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat

dikategorikan sebagai telaah pustaka dengan meriset literatur yang telah

dipublikasikan yang berhubungan dengan milk al-daulah dan mengatur

tentang pengabaian bangunan pasar yang telah dibangun oleh pemerintah

di Gampong Lamgugob, serta pengelolaan fasilitas atau bangunan pasar

yang telah dibangun di atas tanah milik negara.

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah

yang sedang dikaji. Peneliti melakukan penelitian tidak bisa lepas dari

adanya pencarian data dengan menggunakan studi kepustakaan, informasi

yang peneliti peroleh dari buku ilmiah, laporan penelitian, karangan

ilmiah, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), hlm. 137.

25 Ibid., hlm.158.
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berkaitan dengan pengabaian pemanfaatan bangunan pasar dan

dampaknya secara sosial ekonomi menurut milk al-daulah di Gampong

Lamgugob.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta

untuk membahas persoalan yang ada, maka teknik pengumpulan data yang

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Interview /wawancara

Teknik interview adalah penelitian yang digunakan secara

langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang

kongkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan masalah

penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik interview atau

wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah tersusun secara

sistematis untuk mengetahui dengan pasti informasi yang akan

diperoleh.26

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan

Kepala Diskopukmdag Kota Banda Aceh mengenai pengabaian

pemanfaaatan bangunan pasar yang telah dibangun, infrastruktur pasar

yang terbengkalai, kondisi Pasar Lamgugob terkini serta dampak sosial

dan ekonomi yang timbul akibat dari pengabaian bangunan pasar yang

dibangun di atas tanah milik negara.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan

dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara

langsung pada lokasi yang menjadi objek kajian.27 Observasi dibagi

menjadi dua yakni observasi sistematis dan observasi nonsistematis.

26 Ibid., hlm.160.
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi

nonsistematis, artinya observasi yang dilakukan tanpa rencana terstruktur

sehingga observer dapat menangkap apa saja yang diamati. Tujuan dari

observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang

yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan

oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.28

Dalam penelitian ini, observasi yang penulis lakukan dengan

mengamati kondisi terkini dari Pasar Lamgugob tidak aktif atau tidak

digunakan oleh pedagang dan pengunjung untuk kegiatan jual beli barang

dagangan, bangunan pasar yang telah dibangun oleh pemerintah tapi

tidak difungsikan, lokasi pasar di Gampong Lamgugob yang tidak

strategis, dan fasilitas yang kurang memadai dalam pasar tersebut serta

dampak yang timbul secara sosial dan ekonomi dari pengabaian

pemanfaatan pasar yang dibangun diatas tanah milik negara.29

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang pengabaian pemanfaatan

harta milik negara pada pasar di Gampong Lamgugob dalam perspektif milk

al-daulah terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan

pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil

wawancara, observasi, bentuk kajian kepustakaan akan penulis

klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuannya masing-

masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan

memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang

diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga

mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil

28 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan
Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, Jurnal At-Taqaddum, Vol 8, No 1, Juli 2016.

29 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,
2002), hlm. 161.
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penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan

kesimpulan.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data meelalui teknik

studi pustaka termasuk buku tulis, pulpen, kertas, dan peralatan lain yang

digunakan untuk mencatat informasi dari sumber-sumber pustaka.

Sementara untuk wawancara, instrumen yang digunakan mencakup kertas,

pulpen, dan recorder (alat perekam) untuk mncatat dan merekam informasi

yang disampaikan responden. Untuk teknik dokumentasi, instrumen yang

digunakan meliputi pulpen, kertas, dan kamera untuk mencatat dan

mengambil foto dan video dari objek penelitian serta kegiatan yang diamati.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan, jenis penelitian dari karya ilmiah ini

berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), Permendag nomor 21 Tahun 2021 tentang

pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, buku-buku Fiqh

Muamalah. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset

secara validitas dan sistematis.30

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi ini, peneliti

membagi menjadi empat bab, antara bab satu dan bab lainnya saling berkaitan,

sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, penjelasan

30 Muhammad Siddiq, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17.
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istilah, kajian pustaka dan metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan

sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai

tinjauan umum landasan teori. Bab ini berjudul Ketentuan pemanfaatan dan

pengelolaan menurut PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Milik

Negara/Daerah menurut konsep milk al-daulah, yang mencakup pembahasan

mengenai pengertian milk al-daulah, dasar hukum milk al-daulah, bentuk-bentuk

milk al-daulah dan pemanfaatannya, pendapat ulama tentang milk al-daulah

dalam pemanfaatan bangunan pasar. Selanjutnya ketentuan-ketentuan PP Nomor

28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Milik Negara/Daerah dan pengabaian

aset milik negara yang mencakup pembahasan tentang Ketentuan Pemanfaatan

Bangunan Pasar dalam PP No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Milik

Negara/Daerah, bentuk bentuk pemanfaatan bangunan pasar, upaya

Diskopumkdag dalam pengelolaan sarana perdagangan.

Bab tiga, merupakan bab hasil dari penelitian mengenai pemanfaatan

pasar menurut Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan

dan Pengelolaan Sarana Perdagangan menurut konsep milk al-daulah, yang

mencakup pembahasan mengenai gambaran umum bangunan pasar Gampong

Lamgugob, akibat hukum atas pengabaian pemanfaatan bangunan pasar yang

telah dibangun diatas tanah milik negara, urgensi pemanfaatan Pasar Lamgugob,

tinjauan konsep milk al-daulah dan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang

Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis

kaji berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang

berhubungan dengan penelitian yang peneliti kaji.


